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ABSTRAK 

Pasca diberlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (UUAP) telah memperluas kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara 

(TUN) untuk mengadili sengketa Tindakan Pemerintahan. Pasal 85 UUAP telah 

menyatakan secara tegas bahwa Peradilan Umum harus mengalihkan pemeriksaan 

perkara Tindakan Pemerintahan ke Peradilan TUN. Mahkamah Agung pada tanggal 

20 Agustus 2019 juga telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 

Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan 

Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau 

Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad). Meski demikian, gugatan 

Tindakan Pemerintahan masih banyak yang diajukan di Peradilan Umum dan tidak 

banyak yang diajukan ke Peradilan TUN. rendahnya jumlah perkara Tindakan 

Pemerintahan di Peradilan TUN antara lain disebabkan oleh belum jelasnya 

beberapa konsep hukum yang berkaitan dengan Tindakan Pemerintahan sebagai 

objek sengketa di Peradilan TUN. Belum jelasnya konsep berkaitan dengan 

Tindakan Pemerintahan tersebut menyebabkan baik warga masyarakat pencari 

keadilan maupun aparatur penegak hukum belum mengetahui dengan pasti perihal 

Tindakan Pemerintahan yang menjadi objek sengketa di Peradilan TUN. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) semua tindakan hukum dan tindakan faktual 

pemerintahan dapat diajukan perlindungan hukum ke Peradilan TUN, kecuali 

Tindakan Pemerintahan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan 

untuk diperiksa di Peradilan Umum dan Tindakan Pemerintahan yang bersifat 

keperdataan dan/atau bersumber dari wanprestasi; dan (2) Dasar pengujian 

(toetsing gronden) sengketa Tindakan Pemerintahan adalah instrumen hukum 

publik berupa peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan 

yang baik, serta tidak menggunakan dasar pengujian Pasal 1365 BW yang dahulu 

dipakai dalam pengujian sengketa perbuatan melanggar hukum oleh penguasa 

(OOD) pada pemeriksaan di Peradilan Umum oleh Hakim Perdata.  

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Peradilan Tata Usaha Negara, Kompetensi 

Peradilan, Dasar Pengujian, Tindakan Pemerintahan, Perbuatan Melawan Hukum 

Oleh Pemerintah. 
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ABSTRACT 

Following the ratification of Act No. 30 of 2014 regarding Government 

Administration (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, UUAP) has 

broadened the scope of Administration Court in addressing disputes of Government 

Action. Act 85 of UUAP has firmly established that the General Court is obligated 

to divert the case examination of Government Action affairs to Administration 

Courts. The Supreme Court, on August 20th 2019, has also issued a Supreme Court 

Regulation No. 2 of 2019 regarding Guidelines for Dispute Resolution on 

Governmental Actions and Authority to Adjudicate Unlawful Acts by Government 

Agencies and/or Officials (Onrechtmatige Overheidsdaad). In spite of it, claims 

regarding Government Action are widely still submitted to the General Court 

instead of Administration Courts. One of the causes for the low number of 

Government Action cases in Administration Courts is the ambiguity of several legal 

concepts pertaining to Government Action as an object of dispute in Administration 

Courts. The vagueness of the concepts surrounding Government Action has been a 

cause of confusion for civilians seeking justice and law enforcing apparatus alike, 

for whom it is unclear what Government Action is an object of dispute in a 

Administration Courts. The findings of this research exhibits: (1) all legal and 

factual actions of government may claim legal protection from Administration 

Courts, with the exception of Government Actions bound by law to be examined at 

General Court and Government Action Which Are Civic in Nature and/or Sourced 

from Default; and (2) The basis for examination (toetsing gronden) for Government 

Action disputes are public legal instruments in the form of laws, regulations, and 

general principles of good governance, as well as using Article 1365 BW as a basis 

for examination, formerly used in dispute trials regarding transgressions against 

law by rulers (OOD) in examinations at General Court by a Civil Judge. 

Keywords : Legal Protection, Administration Courts, Judicial Competence, Basis 

for Examination, Governmental Actions, Actions against the Law by Government 
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